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ABSTRACT 

Ship's crew are all people who work on ships, whose duty is to operate and 

maintain the ship and its cargo, except for the captain. As stated in Article 94 

Paragraphs 2 (b) and 3 (b) there is an obligation imposed on the flag State to 

participate be responsible if the crew encounters a problem. The problems studied: 

(1) What are the obligations of the flag state towards crew members according to 

UNCLOS 1982? (2) What is the Juridical Study of Article 94 concerning the 

Authority of the flag state over crew members and its implementation in 

Indonesia. This study uses a normative juridical legal approach by analyzing 

international and national rules regarding the flag state's obligation to protect ship 

crews by using primary legal materials in the form of laws and regulations. 

Research Results (1) The obligation of the flag state for the safety of crew 

members (ABK) is something that has been stated and regulated in Article 94 

paragraph 2 Unclose 1982 which aims to achieve standardization of crew safety in 

shipping. The flag state has an obligation to safety ABK who works on the voyage 

of the ship. is an important matter and must be considered from the start. This can 

be seen from the points contained in the regulation regarding the flag state's 

obligations to the safety of crew members. Responding to the high number of 

cases that occurred to crew members, the government issued a law related to the 

protection of Indonesian migrant workers, namely Law Number 18 of 2017 

concerning Protection of Migrant Workers. including Indonesian migrant workers. 

 

Keywords: Crew protection, United Nations Concention On The Law Of The 

Sea III/ 1982. 
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ABSTRAK 

Anak buah kapal adalah orang semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas 

untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya, kecuali nahkoda, 

Seperti yang termuat dalam Pasal 94 Ayat 2 (b) dan 3 (b) terdapat kewajiban yang 

dibebankan kepada Negara Bendera untuk ikut bertanggung jawab jika Anak 

Buah Kapal mendapatkan suatu masalah. Permasalahan yang diteliti: (1) 

Bagaimanakah  Kewajiban Negara Bendera Terhadap Anak Buah Kapal Menurut 

UNCLOS 1982  (2) Bagaimanakah Kajian Yuridis Pasal 94 Tentang Kewenangan 

Negara Bendera Terhadap Anak Buah Kapal dan Implementasi nya di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif dengan cara 

menganalisa aturan aturan internasional dan nasional tentang kewajiban negara 

bendera terhadap perlindungan Anak Buah Kapal dengan menggunakan bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian (1)  

Kewajiban Negara Bendera terhadap keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) 

merupakah suatu hal yang sudah tertuang dan di atur pada Pasal 94 ayat 2 Unclose 

1982   Yang mana bertujuan untuk tercapainya standarisasi terhadap keselamatan 

ABK dalam pelayaran.Negara bendera mempunyai kewajiban atas keselamatan 

ABK yang bekerja dalam pelayaran kapalnya. adalah hal yang penting dan harus 

diperhatikan sejak awal.. (2) Kajian Yuridis Pasal 94 ayat 3 Unclose 1982  

Tentang Kewenangan Negara Bendera Terhadap Anak Buah Kapal dan 

Implementasi nya di Indonesia yaitu aturan teraebut sudah sangat menegaskan 

mengenai kewajiban negara bendera dalam perlindungan ABK, hal tersebut 

terlihat dari point point ygang di tuangkan pada aturan tersebut mengenai 

kewajiban negara bendera terhadap keselamatan ABK. Menanggapi tingginya 

kasus yang terjadi kepada anak buah kapal, pemerintah mengeluarkan undang-

undang terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut anak buah kapal disebut dengan istilah 

“pelaut perikanan”, termasuk kedalam pekerja migran Indonesia. 

Kata Kunci :Perlindungan ABK, United Nations Concention On The Law Of 

The Sea  III/ 1982. 
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